
 

 

 

RANCANGAN RANCANGAN 

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR HK.01.07/MENKES/174/20202020 

TENTANG 

PENAMBAHAN JENIS SPESIALISASI DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN 

DOKTER SPESIALIS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan spesialistik 

dipandang perlu untuk menambah jenis spesialisasi 

dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis; 

  b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang 

Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Pasal 15 ayat (3) 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 

31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, 

Menteri Kesehatan dapat menetapkan jenis spesialisasi 

lainnya yang akan menjadi peserta penempatan dokter 

spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis;  

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Menteri Kesehatan tentang Penambahan Jenis Spesialisasi 

Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis; 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431); 
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  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5434); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang 

Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98); 

  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 945); 
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9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018

tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-

Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

705);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor

31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1121);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PENAMBAHAN JENIS SPESIALISASI DALAM RANGKA 

PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS. 

KESATU : Menetapkan jenis spesialisasi Radiologi dan spesialisasi 

Patologi Klinik sebagai peserta penempatan dokter spesialis 

dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis. 

KEDUA : Penyelenggaraan pendayagunaan dokter spesialis untuk jenis 

spesialisasi Radiologi dan spesialisasi Patologi Klinik 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 10 Maret 2020 

MENTERI KESEHATAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

TERAWAN AGUS PUTRANTO 


